BAB IV
ANALISIS ASPEK PIDANA DALAM PASAL 2UU NO. 21 TAHUN 2007
TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM

PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Seperti halnya hukum perundang-undangan yang kaam hukum
pidana Islam, aspek pidana mencakup tiga elemenajtgakni elemen pelaku,
elemen perbuatan, dan elemen sanksi. Oleh sebalaléwon menganalisa aspek
pidana Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tifld&na Perdagangan Orang
dalam kajian hukum pidana Islam, penulis akan msarttan pada ketiga elemen
tersebut dengan kaidah dasar komparasi (perbamjirgkum. Proses analisa
akan disandarkan pada persamaan dan perbedagtutBaradalah analisa dalam
ketiga elemen tersebut.

A. Analisis Aspek Pelaku Pidana dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007
tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam Perspektif
Hukum Pidana lslam

Dalam hukum pidana Islam, aspek seseorang yangt dipebut
sebagai pelaku suatu tindak pidana memiliki kemketentuan tertentu.
Secara umum ada tiga syarat yang dapat menjadikaeosang harus
mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukuangitslam. Ketiga
syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan yang dilarang

2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri
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3. Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.
Sedangkan dalam beberapa hal, pelaku sebagai aspeka dalam
hukum Islam dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
1. Ditinjau dari jumlah dan jenis pelakunya
Ditinjau dari jumlah pelakunya, dalam hukum pidasiam dapat
dibedakan menjadi dua, yakni tindak pidana — yaalgnd konteks hukum
pidana Islam juga disebut dengan istijaimah — yang dilakukan secara
perorangan dan yang dilakukan secara berkelompekkailf dengan
pelaku tindak pidana dalam UU No. 21 Tahun 200%atenTindak Pidana
Perdagangan Orang, dalam konteks hukum pidana ,|gp@aku yang
terdiri dari perorangan dan kelompok dapat ditersedangkan pelaku
yang disandarkan pada korporasi tidak dapat digerim
Maksud dari tidak dapat diterimanya korporasi sabgmelaku
adalah bahwa dalam hukum Islam, tidak berlaku sbhakwman terhadap
kelembagaan melainkan terhadap perorangan. Haéperti diungkapkan
oleh Abdul Qadir Audah yang menyatakan bahwa salatu syarat
hukuman adalah bersifat pribadi atau perorafg@yarat hukuman
tersebut secara tidak langsung berdampak pada ielsahvga selain orang
tidak dapat disebut atau dinyatakan sebagai pdlakak pidana. Terkait
dengan elemen jenis pelaku, penulis lebih sepakaigah ketentuan
pelaku dalam konteks hukum pidana Islam. Hal imybie dasarkan pada

dua alasan.

! Ahmad HanafiAsas-Asas Hukum Pidana Isladakarta: Bulan Bintang, 1986, him. 154.
2 Abdul Qadir Audahat-Tasyri’al-Jinaiy al-Islamiy Juz I, Beirut: Daar al-Kitab al-Arabiy,
t.th., him. 630.
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Pertama pada dasarnya yang membuat tujuan, program leejta
yang menjalankan kegiatan suatu korporasi adalahgoatau manusia.
Jadi secara tidak langsung, kesalahan (tindak p)dgang diasumsikan
pada suatu perusahaan atau korporasi tidak dapditisendiri dengan
anggapan bahwa tindak pidana tersebut dilakukarh dterporasi
melainkan tindak pidana tersebut dilakukan olemgmarang yang bekerja
pada perusahaan atau korporasi tersebut. Secahaldelput, meskipun
korporasi — yang dapat dianggap sebagai pelakunddld No. 21 Tahun
2007 tentang TPPO - telah dibekukan, bukan bemndaing kesempatan
bagi orang-orang yang berbuat atas nama korpoeselut untuk
mendirikan korporasi dengan nama lain namun bextugama.

Kedug apabila melihat elemen sanksi — sebagaimana utisab
dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2007 tgnféndak Pidana
Perdagangan Orang — maka sanksi tersebut secakaléidgsung akan
berdampak negatif terhadap orang-orang dalam pgexasaatau korporasi
yang tidak terlibat secara langsung dalam tindaklaqga yang
mengatasnamakan korporasi. Apabila sanksi terstibatlakukan, maka
akan muncul ketidakadilan terhadap orang-orang yadak terlibat.
Ketidakadilan tersebut lebih dikarenakan dengannyalasanksi yang
diberikan kepada korporasi akibat adanya asumsickasi sebagai pelaku
tindak pidana, maka orang yang tidak terlibat langsatau bahkan yang

tidak terlibat sama sekali akan kehilangan matagesrian. Hal ini juga
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didukung dengan ketentuan hukum dalam Pasal 59 KUldRg
menyatakan sebagai berikut:

“Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditemtugealana

terhadap pengurus anggota-anggota badan penguras at

komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badagysus atau
komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakugalanggaran
tidak dipidana”

Dari kedua alasan di atas dapat diketahui bahwagagram
korporasi sebagai pelaku tindak pidana — sebagairdaryatakan dalam
UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO — kurang tepaénika pada
dasarnya penggerak dan pelaksana dari korpordsihadicang. Dalam arti
yang sederhana, sebuah korporasi tidak akan dagrgerak apalagi
berbuat tindak pidana tanpa adanya manusia atag dralalamnya.

Memang secara kelembagaan, korporasi memiliki tamggawab
hukum dengan adanya ketentuan mengenai badan hwarporasi
tersebut. Namun menurut penulis, hal itu pada hatkgta adalah sebagai
legalitas hukum suatu tindakan yang diatasnamakatu korporasi dan
bukan bermakna suatu tindakan yang dilakukan skatporasi. Oleh
sebab itu, dalam kaitannya dengan suatu tindak npidgang
mengatasnamakan suatu korporasi, kurang tepatgikaudian melahirkan
asumsi bahwa korporasi adalah pelakunya, terledghrhanakala tindak
pidana tersebut hanya diketahui, direncanakan, dieksanakan oleh

beberapa orang dari korporasi tersebut.

2. Ditinjau dari keterlibatan dalam melakukan tindattgma

% Moeljanto,KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidandgkarta: Bumi Aksara, 2003, him.
26.
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Klasifikasi pelaku ditinjau dari keterlibatan dalamelakukan
tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua, yaklakpelangsung dan
pelaku tidak langsung. Pelaku langsung adalah ssmsggyang melakukan
secara langsung perbuatan yang dianggap sebadalk fpndana meskipun
tidak sampai selesai. Pelaku langsung adakalanyalikatannya akibat
kebetulan dan adakalanya sudah direncanakan. Sedamglaku tidak
langsung adalah pelaku yang tidak terlibat secamgsung namun hanya
melalui tindakan-tindakan menyuruh, menghasut, ataamberikan
bantuari.

Terkait dengan pelaku dalam Pasal 2 UU No. 21 TakQdv/
tentang TPPO, dalam konteks hukum pidana Islamtddigategorikan
sebagai berikut:

a. Pelaku langsung
Apabila seseorang tersebut melakukan seluruh ahaggn
tindakan yang disebut dalam Pasal 2 ayat (1) UU290Tahun 2007
tentang TPPO secara langsung dan dilakukan ol@tyaisendiri dan
berhubungan dengan tujuan yang diharapkan (akdéoag giinginkan
dari perbuatannya tersebut). Pelaku langsung d&asal 2 ayat (1)

dalam kajian hukum pidana Islam adalah seseorang geelakukan

* Pelaku langsung yang kebetulan adalah pelaku y@fak memiliki rencana untuk
melakukan suatu tindak pidantawafug. Contohnya adalah si A dan si B berkelahi di suat
tempat. Tiba-tiba si C — yang memiliki dendam kepatB — kebetulan lewat di tempat tersebut
dan kemudian ikut memukuli si B hingga meninggahidu Sedangkan pelaku langsung yang
sudah direncanakan adalah pelaku yang mana daléakukan tindak pidana telah ditentukan dan
direncanakan terlebih dahultaald. Meminjam contoh di atas maka dapat diimplemékaas
apabila si A dan si C telah memiliki rencana urmtugmbunuh si B yang kemudian dilaksanakan
hingga menyebabkan meninggalnya si B, maka si Astl@hadalah pelaku langsung. Lihat dalam
Ahmad Wardi MuslichPengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinaydkarta: Sinar
Grafika, 2004, him. 67-70.
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seluruh tindakan sebagaimana dimaksud dalam PasaltZ1) namun
tidak termasuk dalam hal perekrutan dalam bentukgajek dan
mengumpulkan. Sedangkan perekrutan dalam bentukisaleamn
seseorang dari keluarganya termasuk dalam tinda&npi langsung
dalam konteks hukum pidana Islam.

Perekrutan dalam bentuk mengajak dan mengumpuliargo
untuk melakukan tindak pidana tidak termasuk dalendlakan yang
dapat menjadikan seseorang sebagai pelaku langdbagpr dari
pendapat ini adalah ketentuan dalam hukum Islang yaana kedua
tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai badgai menghasut
dan menyuruh.

. Pelaku tidak langsung

Yakni pelaku yang hanya terbatas pada aspek memyuru
menghasut, atau memberikan bantuan. Dalam kontgk&igtan yang
dimaksud dalam Pasal 2, maka perbuatan yang dgadiken sebagai
acuan seseorang untuk dianggap sebagai pelakuléidgkung adalah
seluruh perbuatan yang tersebut dalam Pasal 2(&yatang mana
seseorang tersebut hanya melakukan perbuatan yabgtas pada
aspek menyuruh, menghasut, atau memberikan batdnpa adanya
keterlibatan secara langsung dalam perbuatan yargulbungan
dengan akibat yang dihasilkan dari perbuatan tatseblal ini
mengindikasikan bahwa meskipun dalam konteks médikésa

seseorang namun dilakukan dengan cara menyuruly ¢man maka
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hal itu akan menempatkan seseorang yang menyuhdgaepelaku
tidak langsung.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dikdétahwia dalam
konteks hukum pidana Islam, kategorisasi pelaku tadak pidana
perdagangan orang dalam Pasal 2 dapat diterimandadateks hukum
pidana Islam kecuali kategorisasi korporasi sebpghiku tindak pidana.
Meski dapat diterima, namun masih terdapat perbbedaadangan pelaku
dalam konteks hukum pidana Islam dengan Pasal 2NdU21 Tahun
2007 tentang TPPO, khususnya jika dikaji dalam kst sanksi.

Pemaparan ini akan penulis jelaskan pada bagigkubgya dalam bab ini.

B. Aspek Perbuatan (Tindakan) Pidana dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun
2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam
Per spektif Hukum Pidana lslam

Sebelum melangkah lebih jauh dalam melakukan anafisngenai
elemen perbuatan (tindakan) dalam Pasal 2 aydt(1No. 21 Tahun 2007
tentang TPPO dalam konteks hukum pidana Islam, lmdlknya penulis
menguraikan hakekat tindak pidana yang terkandafepnupasal tersebut.

Pada dasarnya, tindak pidana perdagangan orang likieggensi
perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1):

Setiap orang vyang melakukan perekrutan, pengangkuta

penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerim@seorang
dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasaoulilzen
penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaaradedn atau

posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayatau manfaat
walaupun memperoleh persetujuan dari orang yangegeny kendali
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atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi otargebut di wilayah
negara Republik Indonesia.....

Dalam pasal di atas sangat jelas dipaparkan batlweant dari
rangkaian perbuatan yang disebutkan tidak lainaddahtuk mengeksploitasi
korban® Namun tidak semua tindak pidana perdagangan otzamys
ditujukan untuk eksploitasi, seperti pada Pasalafigydisebutkan bahwa
“setiap orang yang menggerakkan orang lain untulaknkan tindak pidana
perdagangan orang dan tindak pidana tersebut telddi” dapat disebut
sebagai tindak pidana perdagangan ofabgngan demikian jelaslah bahwa
tindak pidana perdagangan orang tidak selalu diaktiengan tujuan
eksploitasi.

Dalam hukum pidana Islam, suatu perbuatan atauvakard dapat
dimaknai sebagai rangkaian suatu proses yang sakmgambung hingga
terbentuk suatu tindakan untuk mencapai tujuan yhkehendakinya. Fase-
fase rangkaian perbuatan dalam hukum pidana Isigratdlikelompokkan ke

dalam tiga fase yang dapat dijelaskan sebagaiuigrik

® Batasan eksploitasi sebagai tujuan dari tindakangydisebut sebagai tindak pidana
perdagangan orang secara langsung kembali diulatgmdPasal 3 (..dengan maksud untuk
dieksploitasi...), Pasal 4 (..dengan maksud unteksgloitasi...), Pasal 5 (..dengan maksud untuk
dieksploitasi...), dan Pasal 6 (...mengakibatkaskaersebut tereksploitasi...). Selain disebutkan
secara langsung, tujuan eksploitasi juga disebutkecara tidak langsung dalam Pasal 8
(...mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdggarorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6...), Pagauntuk meneruskan praktek eksploitasi...).

® Batasan yang tidak berakhir pada adanya eksplsittgin disebutkan dalam Pasal 9 juga
disebutkan dalam Pasal 10 (...membantu atau medakpdrcobaan untuk melakukan tindak
pidana perdagangan orang...), Pasal 11 (Setiap gearg merencanakan atau melakukan
pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidandgmangan orang...).

" Pemaparan ketiga fase ini dapat dilihat dalam AhMérdi Muslich,Pengantar dan
Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayalakarta: Sinar Grafika, 2004, him. 61-64.
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1. Fase pemikiran dan perencanaan

Fase ini merupakan fase awal dari suatu tindakuyag¢an di mana
dalam fase ini, seseorang baru terbatas pada peagguakal mereka
untuk memikirkan suatu tindakan yang akan dilakkanaBatasan fase ini
adalah belum adanya suatu tindakan yang dilakulkdenndarti tindakan
aktif. Apabila seseorang sudah mengaktualisasikanyang telah menjadi
hasil pikirannya, meski baru terbatas pada faseigggn, maka tindakan
tersebut sudah tidak dapat lagi dimasukkan selfagai pemikiran atau
perencanaan.

Dalam Islam, niat memiliki peranan penting. Darattdah suatu
tindakan akan dapat terwujudkan. Hal ini sebagaamdijelaskan dalam
sebuah hadits Nabi SAW yang menyebutkan bahwa ggsbnya suatu
perbuatan sangat bergantung pada niat. Inti ddiishiabi tersebut secara
tidak langsung mengindikasikan bahwa niat dan @gdruadalah sesuatu
kegiatan yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan.

2. Fase persiapan

Fase ini merupakan fase lanjutan dari fase pemikidan
perencanaan. Dalam fase ini, seseorang baru sebsagersiapkan
peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam tindalar@ yang telah
direncanakan misalnya, melakukan pembelian seajatamemesan kunci

palsu® Batasan dari fase persiapan adalah pelaksanaamatgan dari

8 Mengenai pendapat mazhab Hanbali dan Maliki tentaasuknya kategori persiapan
sebagai jarimah dapat dilihat secara lebih jeléandduhammad Abu Zahrahl-Jarimah wa al-
Uqubah fi al-Figh al-IslamiyKairo: Maktabah al-Mishriyah, t.th., him. 379.
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suatu rencana tindak pidana namun belum sampailgegian utama dari
tindak pidana.

Dalam fase ini, tindakan-tindakan yang dilakukapadaerbentuk
tindak pidana dan dapat pula berbentuk bukan tipikna. Suatu contoh
misalnya, seseorang akan melakukan TPPO. Dalam egros
mempersiapkan mobil, orang tersebut dapat membalipom mencuri.
Apabila seseorang tersebut mempersiapkan mobilashejadan membeli,
maka tindakan dalam persiapan tersebut bukan meaogadak pidana.
Namun apabila mobil tersebut didapat dengan carecang maka dalam
persiapan TPPO, orang tersebut telah melakukaakipdiana. Manakala
orang tersebut tertangkap, maka orang itu tidakaiddikenakan sebagai
pelaku tindak pidana TPPO melainkan hanya dikenaeragai pelaku
pencurian apabila persiapan mobil dilakukan def@an mencuri.

. Fase pelaksanaan

Fase pelaksanaan adalah fase setelah perencamagqerdapan.
Pada fase ini, perbuatan seseorang sudah dapggdpsebagai jarimah
apabila sudah merupakan perbuatan maksiat. Maksard atlanya
perbuatan maksiat adalah meski perbuatan tersefduinbsampai pada
tujuan akhir dari perencanaan namun telah mengandspek maksiat
atau pelanggaran hak, baik hak individu maupun swdial. Contohnya
adalah manakala seseorang melakukan pencurian dam debatas
menjebol tembok rumah korban lalu tertangkap, makang tersebut

sudah dapat dianggap sebagai pelaku jarimah.
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Tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 2 ayaty(d No. 21
Tahun 2007 apabila dikaji dalam fase perbuatan naemukum pidana Islam,
maka akan diperoleh penjelasan sebagai berikut:

1. Kajian fase pemikiran dan perencanaan

Secara lebih rinci mengenai aspek perencanaan dalaak
pidana perdagangan orang dapat dilihat dalam RasdlJ No. 21 Tahun
2007 yang menyatakan sebagai berikut:

Setiap orang yang merencanakan atau melakukan pkatah

jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangangodipidana

dengan pidana yang sebagai pelaku sebagaimanaglichdialam

Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Bunyi pasal tersebut secara tidak langsung menrgisikan bahwa
perencanaan dan pemufakatan yang dimaksud dalaal Phsberlaku
pada sebagian atau seluruh perbuatan sebagainmaaksdid dalam Pasal
2 ayat (1) yang disertai dengan tujuan eksploitasplikasinya, muncul
klaim bahwa Pasal 11 menganggap proses perencdaagpemufakatan
sudah merupakan tindak pidana perdagangan oramgm Ktersebut
dikuatkan dengan keberadaan konsekuensi sanksidisagiakan dengan
Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasabéngempakan pasal-pasal
tindak pidana yang memiliki asumsi proses pelaksan@zndak pidana
perdagangan orang. Maksudnya adalah apabila ppesesncanaan dan
pemufakatan tersebut hingga mencapai tujuan adeksploitasi, maka
orang yang terlibat dalam proses perencanaan danufpkatan — baik

yang ikut terlibat dalam fase selanjutnya maupdiakii— dapat disebut

sebagai pelaku tindak pidana dan perbuatannya ddiategorikan
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sebagai tindak pidana perdagangan orang. Namunpji&aes tersebut
belum sampai pada selesainya perbuatan, maka ppesescanaan dan
pemufakatan dapat dikategorikan sebagai percobaaatekt pidana
perdagangan orang.

Klaim dalam Pasal 11 di atas terhadap perencanaam d
pemufakatan berbeda dengan konsep tindak pidaaandalkum pidana
Islam. Dalam hukum pidana Islam, apabila suatu akindpidana
perdagangan orang, baik seluruh maupun sebagiagaetana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 masttuga proses
perencanaan dan pemufakatan, yang mana belum aktamgjuti dengan
proses selanjutnya kemudian dihentikan, baik oletang yang
merencanakan atau karena tertangkap, maka prasebuemasuk dalam
fase pemikiran atau perencanaan. Konsekuensi dasuknya proses
perencanaan dan pemufakatan ke dalam fase pemdamarperencanaan
dalam konteks hukum pidana Islam adalah tidak d@japgya tindakan
tersebut sebagai tindak pidana. Hal ini berbedayalerkonteks hukum
pidana Islam.

Tidak masuknya perencanaan dan pemufakatan seliagak
pidana dalam kontek hukum Islam didasarkan padatsh&hbi yang

berbunyi:
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Abu Hurairah r.a berkata: Nabi Saw telah bersaBéaungguhnya

Allah mengampuni umatku karena aku atas apa yarlptés

dalam hatinya, selama belum dikerjakan atau divmapk

2. Kajian fase persiapan

Tindakan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahur/2e@tang
TPPO apabila dikaji dalam fase persiapan dalameksnhukum pidana
Islam maka akan ditemukan bahwa setiap perbuatarmdeing-masing
perbuatan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) yasgh dalam tahapan
mempersiapkan peralatan atau sarana yang akana#teyurdalam tindak
pidana namun belum sampai pada pelaksanaan tindakapperdagangan
orang dapat dikategorikan sebagai tindakan pensiadamun apabila
tindakan persiapan tersebut kemudian dilanjutkangae pelaksanaan
tindak pidana perdagangan orang dan telah terjadika tindakan
persiapan sudah tidak masuk dalam tindakan persiamdainkan sudah
dapat termasuk maupun tidak termasuk dalam tindddnp perdagangan
orang. Disebut dapat masuk dalam tindak pidanaagarhan orang
apabila orang yang melakukan persiapan tersebwt jadibat dalam
tindakan selanjutnya dalam tindak pidana perdagangang hingga
tercapainya tujuan dari tindak pidana tersebut.aBgkiin disebut tidak
dapat termasuk tindak pidana perdagangan orangkalanarang yang
mempersiapkan tidak ikut terlibat dalam tindakatargatnya dalam
tindak pidana perdagangan orang. Salah satu tindgdag dapat masuk

dalam kategori ini adalah tindakan dalam bentuk berikan bantuan
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dalam mempersiapkan sarana atau alat yang akamadtgo untuk
melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Anggapan dalam hukum pidana Islam tersebut bertdedgan UU
No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO yang menyatakan dafesbuatan
membantu dapat dikategorikan sebagai bagian dadopaan. Hal ini
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 UU No. 2anT2007 tentang
TPPO sebagai berikut:

Setiap orang yang membantu atau melakukan percobagurk

melakukan tindak pidana perdagangan orang dipidderagan

pidana yang sama dengan sanksi pidana dalam PaPalsal 3,

Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Dalam pasal di atas secara tidak langsung mengasiahwa
setiap orang yang memberikan bantuan, meskipurk tiklat terlibat
tindakan selanjutnya dalam tindak pidana perdagangeng sudah
termasuk pelaku tindak pidana perdagangan orangisdédaensinya
adalah apabila sampai terjadi eksploitasi dalanieknperdagangan orang,
maka tindakan memberikan bantuan akan berakibdtssaang sama
dengan tindakan perdagangan orang. Sedangkan apatak tercapai
tujuan, maka akan termasuk dalam perbuatan pemcotwadak pidana
perdagangan orang.

Di samping ketentuan sebagaimana penulis jelaskatas, aspek
kegiatan membantu dalam Pasal 10 UU Nop. 21 Tald@yY 2entang
TPPO memiliki batasan ruang lingkup. Meski tidalsetiutkan dalam

pasal tersebut, batasan ruang lingkup memberikatuéa yang dimaksud

adalah adanya bantuan yang dilakukan secara senddgh ini
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sebagaimana disandarkan pada ketentuan kegiataheridmantuan dalam
KUHP Pasal 56 berikut ini:

Dipandang sebagai pembantu (medeplichtige) segeghatan:

ke-1 mereka yang sengaja memberi bantuan pada \kejhatan

dilakukan

ke-2 mereka yang sengaja memberi kesempatan, satmna

keterangan untuk melakukan kejahdtan

Berdasarkan Pasal 56 KUHP di atas, maka dapatattisebahwa
kegiatan membantu yang dapat dikategorikan seltiagak pidana adalah
kegiatan membantu yang disengaja. Dengan demikégiatan membantu
yang tanpa disengaja tidak akan termasuk sebagkiktipidana.

Menurut penulis, istilah “sengaja” mengandung malbahwa
perbuatan yang dilakukan didasari adanya aspek etedmgy dari orang
yang memberikan bantuan. Hal ini dikarenakan kesaag identik
dengan adanya pengetahuan dari pemberi bantuangeakibat-akibat
yang timbul dari pemberian bantuan yang dilakukanny

Penjelasan di atas mengindikasikan bahwa terdagsaimaan dan
perbedaan dalam konteks kegiatan memberi bantustn sndak pidana
antara UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO dengamnhydidana Islam.
Persamaan tersebut adalah dalam aspek mengetabdangkan
perbedaannya adalah dalam hal status orang yangpeni&eam bantuan.

Menurut hukum pidana Islam, orang yang memberi uzantapi

tidak mengetahui akibat dari pemberian bantuannigekt dapat

dikategorikan sebagai bagian dari tindak pidana.itdaisandarkan pada

° Moeljanto,loc. cit
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aspek syarat perbuatan dalam hukum pidana Islang ya@nyatakan
bahwa perbuatan harus diketahui oleh mukallaf dersganpurnd® Jadi
apabila seseorang yang memberikan bantuan tanpgetabni dampak
dari perbuatan yang dilakukannya tidak dapat disebbagai pelaku dari
perbuatan tindak pidana karena tidak memenuhi syaira tindak pidana
menurut hukum pidana Islam. Hal ini pun sama dengarg dimaksud
dengan batasan memberi bantuan dalam Pasal 10 UQINbBahun 2007
tentang TPPO jo KUHP Pasal 56.

Dalam konteks hukum pidana Islam, seseorang yangbauetu
pelaksanaan suatu tindak pidana tidak dapat dissiasgai pelaku tindak
pidana sebagaimana yang dimaksud dengan kateguatakti pidana
melainkan hanya dipandang sebagai orang yang miabdrantuan. Hal
ini nantinya berdampak pada jenis sanksi yang dikanma.

Menurut hokum Islam, seseorang akan dikenakan hakusesuai
dengan hasil perbuatan yang diperbuatnya. Hal iebagaimana
disebutkan Allah dalam salah satu firman-Nya da@u8. an-Najm ayat
39:

RO IOBOETQw “au@Aiw OG0

(DD BT ORER o ¢

19 Syarat tersebut juga memiliki arti pelaku mengetdtukum-hukum taklifi dan untuk itu
maka hukum tersebut sudah ditetapkan dan disiakkpada orang banyak. Dengan demikian
maka hal itu berarti tidak adarimah kecuali dengan adanya nash (ketentuan). Padatlaten
hukum itu sendiri ada faktor yang mendorong sesepumtuk berbuat atau tidak berbuat. Hal ini
berarti ia mengetahui bahwa ia akan dikenakan hakuapabila ia tidak mentaati peraturan atau
ketentuan hukum tersebut. Dengan demikian makagrgagnya adalah bahwa suatu ketentuan
tentangjarimah harus berisi ketentuan tentang hukumannya. Libktnd Ahmad Wardi Muslich,
op cit, him. 31
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Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleim sgla
yang Telah diusahakannya,

Oleh sebab itu, dalam hal kriteria orang yang merbhalslam
membedakan antara orang yang memberi bantuan asar delah
mengetahui maksud dan tujuan orang yang meminttudbardan orang
yang memberikan bantuan tanpa didasari pengetalengang apa akibat
dari pemberian bantuannya. Hal ini berbeda dengdenkuan Pasal 10
UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO jo KUHP Pasaly&tg tetap
memasukkan orang yang memberikan bantuan sebadmiupéndak
pidana.

. Kajian Fase Pelaksanaan

Pelaksanaan tindak pidana perdagangan orang daaail P ayat
(1) dapat dikelompokkan dalam dua kelompok pelaksanyakni:

a. Pelaksanaan tindak pidana perdagangan orang yaaghbedengan
eksploitasi orang atau telah terjadi eksploitaangr

b. Pelaksanaan tindak pidana perdagangan orang yamz ralam
pelaksanaannya tidak terjadi tindak pidana perdgaaonrang

Penegasan tentang pembatasan tindak pidana dalgek as
pelaksanaan dengan eksploitasi atau tidak adakdl Payat (2) dan Pasal
9 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (2)

Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelakidaia dengan

pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 9
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Setiap orang yang berusaha menggerakkan orangslgiaya
melakukan tindak pidana perdagangan orang dan ktipiana
tersebut tidak terjadi...

Dari kedua pasal tersebut dapat diketahui bahwg yaembatasi
tindak pidana perdagangan orang adalah ada ataknyid unsur
eksploitasi terhadap korban. Selain dua unsur liatséerdapat hal lain
yang terkandung dalam Pasal 9 dalam istilah “titedadi’. Menurut
penulis, meski tidak ditulis atau bahkan dijelaskaengenai batasan
“tidak terjadi” dalam Pasal 9 maupun dalam UU Na&. Pahun 2007
tentang TPPO, batasan “tidak terjadi” dapat dij@das dengan
menggunakan KUHP Pasal 53 tentang percobaan.

"Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niatulinitu telah
ternyata dari ada adanya permulaan pelaksanaartidd&nselesainya
pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkanak&edrendaknya
sendiri”

Percobaan yang dimaksud dalam pasal di atas terhzdda
percobaan yang tidak terhenti oleh kehendaknya isenDengan
demikian, dalam konteks hukum positif Indonesiangryang melakukan
percobaan namun kemudian dia menghentikan seretctbpaan tersebut
— tanpa harus ditangkap — maka orang tersebut tidplt disebut telah
melakukan tindak pidana. Sedang apabila terhentiiayana tertangkap
maka dia dapat disebut telah melakukan tindak idan

Hal ini sama dengan ketentuan hukum pidana Islang yaga
menyatakan bahwa orang yang melakukan percobadaktipidana dan

kemudian berhenti karena keinginannya sendiri tididnggap telah

melakukan tindak pidana selama belum menimbulkangk@n. Namun
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apabila telah melakukan beberapa bagian dari penbudan telah
menimbulkan kerugian, khususnya materi, maka oramgebut cukup
mengganti kerugian materi yang telah timbul akgexbuatannya.

Selain terkandung persamaan, dalam hal percobaaapiat juga
perbedaan antara hukum positif di Indonesia (UU Rib.Tahun 2007
tentang TPPO jo KUHP Pasal 53) dengan hukum pitidaa. Perbedaan
tersebut terkait dengan status orang yang melakyensobaan dan
tertangkap. Dalam konteks hukum pidana Islam, kadayang dianggap
sebagai percobaan, masing-masing perbuatan atdakan memiliki
hakekat sendiri-sendiri namun tetap tidak dapattdiforikan sebagai
suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalamo. 21 Tahun
2007 tentang TPPO jo KUHP Pasal 53. Perbedaarbtdrsgngakibatkan
adanya perbedaan sanksi antara hukum pidana Igagad hukum positif
tentang tindak pidana perdagangan orang.

Suatu contoh misalnya, seseorang memiliki niat kumbelakukan
tindak pidana perdagangan orang. Lalu dia berangkatuju rumah
korban. Namun sewaktu baru dapat merusak pinturpdga belum
melakukan tindak pidana perdagangan orang, pelakselut telah
tertangkap. Dalam hukum pidana Islam, pencuri bersdidak dapat
dikenakan sebagai pelaku dari tindak pidana perdgyaorang namun
hanya sebatas pada pelaku pengrusakan. Namun gatadangan hukum
positif, orang tersebut sudah dapat disebut sebpgkku percobaan

tindak pidana perdagangan orang karena telah nkeémitt dan telah
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melakukan sebagian dari proses tindak pidana pend@gp orang.
Perbedaan tersebut tentu akan berdampak pada parbeanksi yang
akan diterima.

Perbedaan tersebut lebih dikarenakan dalam kohtgksm pidana
Islam, tindak pidana atau yang dikenal dengaralstilarimah” diartikan
sebagai larangan syarak yang dijatuhi sanksi odehbjpiat syari'at (Allah)
dengan hukumahad atauta'zir. Parafugaha(yuris Islam) menggunakan
kata 'Jinayah' untuk istilah"jarimah" yang diartikan sebagai perbuatan
yang dilarang. Pengertiafifayah' atau jarimah” tidak berbeda dengan
pengertian tindak pidana (peristiwa pidana); delddam hukum positif
(pidana). Sebagian para ahli hukum Islam seringggemakan kata-kata
"jinayah' untuk ‘jarimah" yang diartikan sebagai perbuatan seseorang
yang dilarang saja. Sedangkan yang dimaksud ddggatjinayah” ialah
perbuatan yang dilarang oleh syara’, apakah peshuaengenai jiwa atau
benda dan lainnyd. Lebih lanjut, tindak pidana dalam hukum Islam
didasarkan pada niat, jenis perbuatan, dan akibag ydihasilkan dari
tindak pidana tersebut.

Berdasarkan penjelasan mengenai aspek perbuatantiadakan di
atas dapat diketahui bahwa terdapat perbedaanaanté&um pidana Islam
dengan Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPénhuMt penulis,
perbedaan pengelompokkan tindak pidana antara hpkdema Islam dengan

Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 terletak pada hakekay berbeda mengenai

» Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmdehrmulasi Syari‘at Islam dalam Perspektif Tata
Hukum IndonesiaBogor: Ghalia Indonesia, 2006, him. 123.
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ketiga hal, yakni hakekat tindak pidana yang tetmhtesai sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 2 hingga Pasal 6 UU No.ahui 2007, memberikan
bantuan dan melakukan percobaan sebagaimaan dichdtam UU No. 21
Tahun 2007 tentang TPPO jo KUHP Pasal 53 tentangppaan dan KUHP
Pasal 56 tentang pembantu tindak pidana. Menurltirhupidana Islam,
asumsi dan penuduhan suatu tindak pidana disamdgr&da akibat yang
dihasilkan dari suatu tindak pidana dan tidak haeylatas pada adanya niat.
Sedangkan dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang TB&& tindak pidana
telah dapat disematkan pada tindak pidana sesedesnyan disandarkan pada

niat dari pelaku.

. Aspek Sanks Pidana dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 tentang
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam Perspektif Hukum
Pidanalslam
Aspek sanksi pokok dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahuwiv 2@ntang
TPPO dalam kajian hukum pidana Islam dapat diamalimelalui
pengelompokan sebagai berikut:
1. Aspek sanksi didasarkan pada pelaku
Aspek sanksi yang didasarkan pada pelaku dalam Pasd No.
21 Tahun 2007 tentang TPPO terdiri dari sanksikuptrorangan, sanksi
untuk kelompok, dan sanksi untuk pelaku bukan ara&anksi untuk
perorangan dan kelompok pada hakekatnya sama, tg@iantung selesai
atau tidaknya tindak pidana perdagangan orang. ilpdibdak pidana

selesai dilakukan dan diakhiri dengan eksploitaakanakan dikenakan
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sanksi tindak pidana perdagangan orang. Sedanglednilatindak pidana
tersebut tidak selesai, maka akan dikenakan saguikisina percobaan
tindak pidana perdagangan orang. Tidak ada pembeat#ara hukuman
perorangan dan kelompok, bahkan dalam tindak pigamg dilakukan
oleh kelompok, setiap anggota kelompok akan mendaksi yang sama
antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan sankg{ pelaku bukan
orang dikhususkan pada korporasi atau perusahaaksiS/ang dikenakan
kepada korporasi atau perusahaan adalah pembeataga) kali dari
sanksi perorangan atau kelompok.

Aspek sanksi pidana dalam konteks pelaku pada Ras&l No.
21 Tahun 2007 tentang TPPO sangat berbeda dengarksanksi dalam
hukum pidana Islam.

Berdasarkan keterlibatan pelaku, pelaku kelompokiamg dapat
berpeluang mendapatkan sanksi yang sama manak@édg serggota
kelompok melakukan tindak pidana yang sama. Naniken fnasing-
masing anggota kelompok melakukan tindak pidanay y@erbeda dalam
konteks tindak pidana perdagangan orang, maka isgaukg diterima pun
akan berbeda-beda sesuai dengan kadar tindak pydagadilakukan oleh
masing-masing anggota kelompok.

Apabila seseorang terlibat dalam tindak pidana magsacara tidak
langsung, seperti memberikan bantuan atau menghasutg untuk
melakukan suatu tindak pidana, maka dia tidak ddpganakan sanksi

yang sama dengan pelaku yang terlibat langsungndéiladak pidana
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perdagangan orang. Jadi sanksi yang diberikan kepealdku disandarkan
pada keterlibatan pelaku dalam tindakan dan bukaandarkan pada
aspek kesamaan niat. Apabila pelaku terlibat selsargsung, maka ia
akan mendapatkan sanksi yang lebih besar daripaldaupyang terlibat
tidak langsung.

Berdasarkan jenis pelaku, terdapat perbedaan ami&tan pidana
Islam dengan UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPChddaan tersebut
terletak pada aspek jenis keaktifan pelaku. Dalakuim pidana Islam,
yang dapat disebut sebagai pelaku adalah pihak iyemgerjakan tindak
pidana. Dari pengertian tersebut maka dalam hukiganp Islam pihak
yang dapat dikenakan sanksi adalah pihak yang miaaktindak pidana.

Dengan penjelasan di atas, maka dapat diketahuwaatalam
hukum pidana Islam, suatu perusahaan atau korpdrdak dapat
dikenakan sanksi pidana pokok akibat tindak pidgarey dilakukan oleh
orang-orang yang bekerja dalam perusahaan dengagatasnamakan
perusahaan atau korporasi. Hal ini berbeda denghhdl 21 Tahun 2007
tentang TPPO yang memasukkan korporasi sebagakupging mana
berdampak pada pemberian sanksi pidana layaknyakipepidana.
Mengenai penjelasan ini telah penulis paparkan ndalenjelasan
sebelumnya, khususnya mengenai klasifikasi pelakang.

Berpijak pada ketentuan dalam hukum pidana Islanmupona
KUHP Pasal 59, maka ketentuan dalam Pasal 13 ayat/y No. 21

Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Ckarang tepat
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manakala sanksi untuk korporasi diberlakukan h&ayana pelanggaran
yang dilakukan oleh satu atau sebagian anggotaokasp Apabila
diberlakukan, maka secara tidak langsung akan dieneelanggaran
hukum, khususnya Pasal 59 KUHP karena adanya p&nbeanksi
pidana kepada orang-orang yang tidak terlibat datamdak pidana
perdagangan orang. Dalam konteks hokum Islam, satdthadap
korporasi secara tidak langsung mengindikasikamyslganggungan dosa
atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang Igial ini tidak sesuai
dengan ketentuan dalam Islam yang menyatakan baks&orang tidak
dapat menanggung dosa orang lain sebagaimana tkaebdllah dalam

Q.S. Fathir ayat 18:

€0 O <KOGONWKOO VOKO+= <+00
VSO PRE AR Qv er Y RNOG 5 EO SO BALLD
InEONA® ¢ L ABPREPOD HORZTRO
30 ) LAXE A0 @0 PACTEI* €0 G s
VOSFOCD = o HNO*LERO S OEIOD L
S HEO0 AHMINESUOI® xEQ LA Lo S
B-AOR& A0 €O P HIO®L M wa a6 N
S0+ 740+« I 4160 BO050REO O wa 3
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* Lo QAEROGD DN.OQOHO G W

DR P €OOZOROTWa

Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosagol@n[1252]. dan jika

seseorang yang berat dosanya memanggil (oranguatok memikul dosanya
itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpunskipun (yang dipanggilnya
itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat Kesermiuperingatan Hanya
orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (pekalimereka tidak

melihatNya[1253] dan mereka mendirikan sembahyadiag. barangsiapa yang
mensucikan dirinya, Sesungguhnya ia mensucikanuditik kebaikan dirinya

sendiri. dan kepada Allahlah kembali(mu).

2. Aspek sanksi didasarkan pada perbuatan
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Dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPE€bdikan
bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakangi&ian tindakan
yang diniati dengan keinginan untuk memperdagangkang meskipun
berakhir dengan adanya eksploitasi maupun tidakia Resal tersebut
sanksi yang diberikan ada dua macam sanksi yakrissaintuk tindak
pidana yang berakhir dengan adanya eksploitasitiddak pidana yang
tidak berakhir dengan eksploitasi. Setiap pelakogytelah melakukan
tindak pidana perdagangan orang, meskipun denggiarbindakan yang
berbeda-beda, tetap akan disamakan dalam hal sarkgiakan diterima.
Hal ini berbeda dengan konteks hukum pidana Islamgymengenakan
sanksi pidana berdasarkan pada perbuatan yangikialdan akibat yang
ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Hal ini selrmgaa telah penulis
paparkan di atas pada contoh kasus pencurian sli Reaku pencurian
dalam contoh tersebut tidak masuk dalam kategarcyoe karena dalam
melakukan tindak pidana, pelaku belum melakukamsesdari tindak
pencurian melainkan baru terbatas pada esensigtarbpengrusakan.

Dengan demikian, dalam konteks hukum pidana Isladanya
persamaan sanksi dari setiap perbuatan dalam UU2Nolahun 2007
tentang TPPO tidak dapat diterima. Menurut hukurdapa Islam,
idealnya setiap tindakan tersebut baru dapat dikemahukuman
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 apabila telatpasapada
pelaksanaan esensi dari tindak pidana yang adegsdaal tersebut, yakni

tindak pidana perdagangan orang. Jadi dalam konteksim pidana
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Islam, selama tidak terkandung esensi tindak pigerdagangan orang,

maka seseorang tidak dapat dikenakan sanksi tipdina perdagangan

orang. Secara kajian hukum pidana Islam, ada bpaégeais sanksi yang

dapat dikenakan dalam tindak pidana perdagangag eebagai berikut:

a.

Apabila pelaku tindak pidana perdagangan orand telalakukan

seluruh tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasalar

mengakibatkan orang lain tereksploitasi maka dagtigenakan

sanksi tindak pidana dengan ketentuan sebagaiuperik

1)

2)

3)

Apabila eksploitasi tersebut berupa penjualan oraigu
pemanfaatan kerja fisik dan tidak menyebabkan korba
mengalami luka, maka pelaku dapat dikenakan sanksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 21 Taa0n
tentang TPPO.

Apabila eksploitasi tersebut berupa penjualan otghoh orang
yang didahului dengan pelukaan terhadap korbanarpakaku
tidak dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimakaaddPasal

2 UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO melainkan tikekan
sanksi gishash-diyat.

Apabila eksploitasi tersebut berupa penjualan otghoh orang
yang didahului dengan pembunuhan korban, maka pelakat
dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam UU 24o.
Tahun 2007 tentang TPPO namun dengan hukuman yang

maksimal, yakni hukuman mati. Namun hukuman tersdbpat
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berubah diyat apabila ada permaafan dari pihakakgtukorban.

Dengan demikian, apabila ada pengampunan, makat dapa

dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam UU 24o.
Tahun 2007 tentang TPPO.

4) Apabila eksploitasi tersebut disertai dengan peaein maka
pelaku dikenakan sanksi sebagai pelaku perzinaan.

5) Apabila dalam eksploitasi tersebut disertai dengaterapa
tindak pidana, semisal perzinahan dan penganiaya&a sanksi
yang diberikan kepada pelaku adalah sanksi gaburmigan
masing-masing sanksi tindak pidana yang telah aiak.

Apabila pelaku tindak pidana perdagangan orand telalakukan

seluruh tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasalar

mengakibatkan orang lain tereksploitasi maka dagtigenakan
sanksi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalartet$ebut.

Apabila pelaku hanya melakukan sebagian tindakdragsemana

dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 tent&R0O dan

terjadi eksploitasi namun pelaku tidak terlibatagialtindakan yang
mengandung unsur eksploitasi maka dalam konteksirhusidana

Islam, pelaku tidak dapat dikenakan sanksi sebagjaku langsung

tindak pidana perdagangan orang. Sanksi yang ddigahakan

kepada pelaku sebagaimana dimaksud dalam itenaliamdkonteks
hukum pidana Islam terbatas pada sanksi sebagakuydlndak

pidana sesuai dengan tindakan yang dilakukan.
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Apabila pelaku hanya memberikan bantuan atau mahyorang
lain untuk melakukan sebagian atau seluruh tindalelragaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dan mengakibatkan orangdeeksploitasi
maka oranng tersebut tidak dapat dikenakan samdakt pidana
sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. Menuruirhytidana
Islam, pelaku tersebut masuk dalam kategori petatak langsung
karena dia tidak melakukan tindak pidana terselmlaimkan hanya
menyuruh yang merupakan esensi tindak pidana tidagsung
dalam hukum pidana Islam. Dengan demikian, sar&sgyiberikan
kepadanya adalah sanksi sebagai pelaku tidak lagdswak pidana
perdagangan orang.

Apabila pelaku hanya memberikan bantuan atau mahyorang
lain untuk melakukan sebagian atau seluruh tindalelragaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dan tidak mengakibatkan godam

tereksploitasi maka oranng tersebut tidak dapaérdikan sanksi
tindak pidana sebagai pelaku percobaan sebagairdamaksud

dalam UU tersebut. Menurut hukum pidana Islam, kaelersebut
masuk dalam kategori pelaku tidak langsung namuikarbu
berdasarkan tindak pidana perdagangan orang mataiplelaku
tidak langsung dari tindak pidana yang telah timbDengan
demikian, sanksi yang diberikan kepadanya adalakssasebagai
pelaku tidak langsung bukan dari tindak pidana ggadgan orang

melainkan sebatas pada tindak pidana yang telakudian.
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Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikdiahwa sanksi

pidana tindak pidana perdagangan orang dalam peifspekum pidana

Islam tidak dapat hanya disandarkan pada keterstamsksi yang dimaksud

dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPQinkan dapat

disandarkan pada ruang lingkup tindak pidana yaitekukan. Dalam

konteks jenis jarimah, maka sanksi yang telah perjalaskan di atas

dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a.

b.

Apabila terjadi tindak pembunuhan dalam melakukadak pidana

perdagangan orang, maka dapat dikenakan sanksgasejaaimah

hudud atau gishash-diyat.

Apabila terjadi tindak penganiayaan dalam melakutkagak pidana
perdagangan orang, maka dapat dikenakan sanksgasefaaimah

gishash-diyat.

Apabila tidak terjadi tindak pidana pembunuhan nuaupenganiayaan
dalam tindak pidana perdagangan orang meski hangkakokan

sebagian maupun seluruhnya, maka dapat dikenaka#sispidana

ta’zir, baik dalam konteks sanksi sebagaimana dsmdklalam Pasal 2
UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO maupun ta’ziludr sanksi

dalam pasal tersebut.

Dengan demikian, sanksi tindak pidana perdagangeango

menurut hukum pidana Islam tidak hanya terbatasa psahksi yang

terkandung dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 nigntaPPO

melainkan dapat lebih atau kurang dari sanksi yemgandung dalam
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pasal tersebut sesuai dengan kadar tindakan yamgirddari akibat

kerugian yang dihasilkan dari tindak pidana tersebu



